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ABSTRAK 

Utang pajak merupakan utang yang timbul karena adanya undang-undang. 

Oleh karena itu utang pajak memiliki keistimewaan dalam proses kepailitan. Hal 

ini disebabkan karena negara (fiskus) sebagai pihak penagih pajak mempunyai 

hak untuk mendahului atas tagihan pajak sehingga perseroan yang dalam keadaan 

pailit yang mana juga mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada 

kreditur-krediturnya harus terlebih dahulu melunasi utang pajaknya.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak negara untuk menuntut 

wajib pajak yang menjadi debitur dalam kepailitan dalam pelunasan utang 

pajaknya dan mengetahui kurator dalam menjalankan perannya untuk mengurus 

harta pailit terhadap gugatan pemenuhan piutang oleh para kreditur perseoran 

pailit 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menagacu pada peraturan 

perundang-undangan serta studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib 

pajak (debitur Perseroan Terbatas) yang mana wajib pajak itu belum dinyatakan 

pailit, maka fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus dan bila 

wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa 

yang diikuti dengan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak untuk 

dijadikan jaminan bagi pelunasan utang pajaknya. apabila wajib pajak akhirnya 

dinyatakan pailit, maka penyitaan yang telah dilakukan oleh fiskus terhadap 

barang milik Perseroan Terbatas pailit itu tetap dapat dilaksanakan dan 

dilanjutkan dengan pelelangan. Apabila Perseroan Terbatas sudah dinyatakan 

pailit, fiskus menyampaikan Surat Paksa kepada pengadilan negeri terhadap 

barang yang disita. Walaupun fiskus tidak melakukan penyitaan atas barang yang 

dimaksud tetapi apabila ternyata barang tersebut akhirnya dilelang, hasilnya akan 

dapat digunakan untuk melunasi pajak yang terutang. 

Kurator berperan menggantikan debitur Perseroan Terbatas pailit sejak 

dijatuhkannya putusan pailit. Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, baik 

secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran utang pajak yang tidak 

dilunasi dalam suatu proses kepailitan. Namun, hal tersebut dapat terjadi 

hanya apabila kurator sama sekali tidak melunasi utang pajak yang 

dibebankan atas debitur selaku wajib pajak.  
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